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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 317/MENKES/SK/V/2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Pedoman Teknis Perencanaan
Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;

Mengingat 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
" tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3495), '

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
NegaraRepublikindonesiaTahun2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



KESATU

KEDUA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737 ),

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/
Menkes/PER/VII/2008 tentang  Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota.

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/
MENKES/SK/IX/2009 tentang  Petunjuk
Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN KABUPATEN/KOTA.

Petunjuk  Teknis Perencanaan Pembiayaan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.
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Lampiran |

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 1 317/MENKES/SK/NV/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan di daerah mengacu pada batas waktu
pencapaian SPM Bidang Kesehatan secaranasional yang telah ditetapkan oleh Departemen
Kesehatan dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah.

Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus
maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi
yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota,
misalnya data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk
melaksanakan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Sedangkan pengertian umum
dalam hal ini adalah data, statistik, dan informasi yang secara tidak langsung terkait
dengan penerapan SPM Bidang Kesehatan, namun keberadaannya menunjang
pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan kondisi geografis, demografis,
pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan
sumber daya yang- dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum
dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang
pencapaian SPM.

Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis:

a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di
daerah;

b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu
pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisa standar belanja
kegiatan berkaitan dengan SPM dan satuan harga kegiatan; serta

d. Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan
dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.

Analisis kemampuan dan poténsi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan
penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota.

Penentuan prioritas program dan kegiatan dilakukan dengan menggunakan format
pada lampiran IA dan IB

lll. PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM bidang kesehatan yang
dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian
SPM bidang kesehatan. RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM bidang
kesehatan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, kebijakan
umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA). Adapun mekanisme
rencana pencapaian SPM dalam RPJMD sebagai berikut::
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Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor . 317/MENKES/SK/V/2009 .
Tanggal : 4 Mei 2009

GaTbar 2, Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD

RKPD Analisis standar SKPD
belanja — >
¢ Penyusunan rincian
v anggaran

SPM t— pendapatan

Rancangan KUA e Penyusunan rincian
SE KDh ttg anggaran belanja
Nota Kesepakatan > Pedoman tidak langsung

» KUA — Penyusunan RKA - e Penyusunan rincian

SKPD penerimaan

pembiayaan daerah
e Penyusunan rincian

pengeluaran

pembiayaan daerah

Rancangan PPAS

Nota Kesepakatan |
PPAS

Standar satuan L
harga
— RKA _ SKPD
Penetapan Perda Penyusunan q
APBD Evaluasi Raperda [« Raperda APBD ] Badan
Kepegawaian/
v v v Daftar Peaawai
Per. KDH — Raperda APBD Nota Keuangan
Penjabaran SPBD [ Akuntansi/
Laporan Kuangan

Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang kesehatan (gambar
3) dilakukan untuk melihat kemampuan dan potensi daerah dalam pencapaian
dan penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota. Adapun tahapan mekanisme
perencanaan pembiayaan SPM adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing
jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada
indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan
oleh pemerintah.

2. pemerintah daerah menetapkan batas waktu pencapaian SPM untuk
daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara
nasional, kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing.

3. pemerintah daerah menetapkan target tahunan pencapaian SPM mengacu
pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah.

4. pemerintah daerah membuat rincian belanja untuk setiap kegiatan dengan
mengacu pada rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing
daerah.

5. pemerintah daerah dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masing-
masing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan
sesuai kebutuhan daerahnya dalam pencapaian SPM di daerah masing-
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Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

masing.

6. pemerintah daerah menggunakan perencanaan pembiayaan pencapaian
SPM bidang kesehatan untuk melihat kg&ndisi dan kemampuan keuangan
daerahnya dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan yang sudah ditetapkan
oleh pemerintah.

7. apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM bidang
kesehatan melebihikemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah
dapat mengurangi kegiatan atau mencari sumber anggaran lainnya.

Gambar 3. Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan

Pemda

Indikator SPM v

A RPIMD
Program kegiatan | —"
pencapaian SPM

|

Batas waktu

pencapaian SPM
daerah -
v

4

RKPD
Batas waktu v
pencapaian SPM
nasional Target tahunan

v
Rincian belanja

Adapun uraian kegiatan dan biaya dalam rangka penyusunan perencanaan
pembiayaan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota, dijelaskan pada
Lampiran Il Modul Pembiayaan SPM.

V. SISTEM PENYAMPAIAN INFORMASI

Rencana pencapaian target tahunan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dan
realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus diinformasikan
kepada masyarakat.
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Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

Selain itu, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 Tentang Pedoman Penyusun dan dan Penerapan SPM Pemerintah |
Daerah mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke °
dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Gambar 4. Mekanisme Sistem Pengelolaan Data dan Informasi SPM Bidang

Kesehatan
Depkes
(Siknas Online)
Dinkes Dinkes Pemda Kab/Kota
Provinsi < Kab/Kota »| (Bupati/Walkota)
(Baa. Proaram)

[

Puskesmas Rumah Sakit Balai Praktek Swasta/ Unit Kesehatan
perorangan BUMN/BUMD

1) Puskesmas/ Rumah Sakit/ Balai/ praktek perorangan/swasta/ Unit
Kesehatan BUMN/ BUMND menyusun laporan kegiatan untuk masing-
masing jenis pelayanan dan indikator kinerja serta batas waktu
pencapaian melalui pelaporan puskesmas (LB-1, LB-2, LB-3, dan LB-4)
serta pelaporan RS (RL-1, RL-2, RL-3, RL-4 dan RL-5) untuk kemudian
dikirim secara berkala kepada dinas Kab/Kota.

2) Dinas Kesehatar kab/kota mengkompilasi laporan sebagimana dimaksud
pada nomor (1) di atas, kemudian dimasukan ke dalam formulir SPM dan
Sistem SIKNAS online.

3) Dinas Kesehatan kab/kota mengirimkan laporan sebagai tembusan
kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
(Bupati/ Walikota).

4) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi atas
penyelenggaraan SPM Kab/Kota.

5) Departemen Kesehaan melalui SIKNAS online mengkompilasi laporan
kegiatan SPM secara nasional. Kemudian juga memperbarui data
aplikasi nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
SPM kab/kota.
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Provinsi/Kab./Kota
Urusan Wajib
Dinas/Badan

PENENTUAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS PROGRAMK Indikator Analisa Penilaian SPM Total Nilai Batas Waktu PAGU INDIKATIF
PELAYANAN EGIATAN Program/Kegiatan Faktor Kekuatan Faktor Kelemahan Faktor Peluang Faktor Tantangan Analisa Ranking fPencapaian SPMl  aApBD APBD APBN
: WOT di Daerah
DASAR " | ouput Joucome| 1 [2] a4 ] 5 Jast| 1] 2] 5] 415 ast| 1]2]3]4]5]asth1]2]a]lslasf ° KebfKota | Prov.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note :

Kolom 1. Diisi dgn jenis pelayanan dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah.

Kolom 2. Diisi berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan hasil analisis yang digunakan.
Kolom 3 & 4. Diisi berdasarkan indikator teknis dari keluaran dan hasil suatu programvkegiatan.
Kolom 5, 6, 7. Dan 8. Diisi dengan menggunakan analisa SWOT (Strength, Weaknesess, Opportunities, dan Threats)
Kolom 9. Diisi dengan Total Nilai berdasarkan Analisis SWOT.
Kolom 10. Diisi berdasarkan skala prioritas hasil scoring, pembobotan untuk program dan kegiatan,
Kolom 11. Diisi dengan Batas Waktu pencapaian SPM dalam kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM di Daerah.
Kalom 12, 13 dan 14 Diisi berdasarkan hasil estirnasi untuk pagu indikatif dari setiap program yang diturunkan ke dalam kegiatan berdasarkan penerapan SPM daerah dan sumber pendanaannya.
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BATAS WAKTU i’ENCAPAIAN SPM DI DAERAH

Provinsi/Kab./Kota
Urusan Wajib
Dinas/Badan

JENIS Indikator BATAS WAKTU PERIODESASI PENCAPAIAN Pagu SUMBER DANA
PELAYANAN | PROGRAMIL oy o0 ram/kegiatan | PENCAPAIAN (THN) | PROGRAM/KEGIATAN (%) | Indikatf | Apen | APBD | Ket
D KEGIATAN
ASAR Output | Outcome | Nasional | Daerah | 1 [ 2 I 3 l 4 I 5 I 6 r7let (JutaRp.) | Kab/Kota { Prov.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-
—
—
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o 3
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2 w
[¢]
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Note : s
Kolom 1. Diisi dgn jenis pelayanan dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah. 2 )
Kolom 2. Diisi berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan hasil analisis yang digunakan. @, ("’D
Kotom 3 & 4. Diisi berdasarkan indikator teknis dani keluaran dan hasil suatu program/kegiatan. 8 g
Kolom 5. Diisi dengan Batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan secara nasional dan Departemen Teknis/LPND. 8 Iy
3

Kolom 6. Diisi dengan Batas waktu Pencapaian SPM dalam kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM di daerah.

Kotom 7. Diisi dengan perincian batas waktu pada katom (8) yang dibagi dalam tahunan.

Kolom 8. Diisi berdasarkan hasil estimasi utk pagu indikatif dari setiap program yg diturunkan ke dalam kegiatan berdasarkan penerapan SPM daerah dan sumber pendanaannya.
Kolom.9, 10 cukup jelas.

Kolom 11. Diisi dgn permasalahan dll yg masih diperlukan.
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Lampiran iI

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/IMENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

PENJELASAN MODUL PEMBIAYAAN SPM BIDANG KESEHATAN DI

KABUPATEN/KOTA

Acuan penghitungan kebutuhan biaya penerapan SPM

A

Modul penghitungan kebutuhan biaya penerapan SPM; modul

tersebut disusun mengacu kepada :

1. Permenkes 741/Menkes/PER/VII/2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota; yang
menetapkan jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target
tahun 2010 - 2015.

2. Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/
Kota; yang memberikan rincian bagi Setiap Indikator kinerja,

meliputi : pengertian, Definisi operasional, cara perhitungan/

rumus, sumber data, rujukan, target, langkah kegiatan,
sumber daya manusia; yang materinya disiapkan oleh semua

Dit/Ditjen teknis yg terkait dengan SPM-kesehatan, dengan
koordinasi oleh Biro Hukum dan organisasi Setjen Departemen
Kesehatan
Renstra kabupaten-kota yang memuat rencana tahunan pencapaian
SPM urusan wajib kesehatan
Unit cost / harga satuan biaya kabupaten-kota sebagai acuan
penyusunan RAPBD kabupaten-kota
Kabupaten-kota dalam angka, yang didalamnya terdapat data-data
kependudukan dan data lainnya yang berhubungan dengan sasaran
layanan kesehatan
Profil kesehatan kabupaten-kota yang didalamnya memuat data
capaian pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan indikator
SPM.

Prinsip-Prinsip Penghitungan Kebutuhan Biaya Yang Diuraikan /

Dirinci Dalam Modul

A.

Pembiayaan mengikuti kegiatan :
1. setiap jenis pelayanan terdapat indikator-indikator
2. setiap indikator telah ditetapkan langkah-langkah kegiatan
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Nomor 1 317/MENKES/SK/V/2009
Tanggal - 4 Mei 2009

w

setiap langkah kegiatan ditetapkan variabel-variabel kegiatan

4. setiag variabel ditetapkan komponen yang mempengaruhi
pembiayaan

5. antar komponen disusun dalam formula / rumus dan dikalikan

unit cost untuk setiap variabel / komponen kegiatan.

. Tidak menghitung biaya investasi besar, hanya menghitung investasi
saranadan prasarana yang melekatlangsung dengan keterlaksanaan
langkah-langkah kegiatan penerapan SPM .

1. investasi besar tidak dilakukan secara reguler

2. investasi yang melekat langsung harus tersedia karena tanpa itu
maka jenis maupun kualitas layanan itu tidak terlaksana / tercapai
dan indikator tidak tercapai

. Tidak menghitung kebutuhan belanja tidak langsung atau belanja ex-
rutin

1. kebutuhan belanja tidak langsung terdapat formulasi umum untuk
suatu kabupaten-kota sebagaimana berlaku untuk urusan wajib
dan urusan pilihan lain daerah tersebut

2. kebutuhan belanja tidak langsung tidak terkait langsung dengan
ketercapaian indikator SPM.

3. jumlah SKPD suatu daerah tidak standar baik jenis maupun
jumlahnya

. Tidak menghitung kebutuhan belanja kesehatan suatu kabupaten-
kota secara total ‘

1. hanya menghitung kebutuhan biaya untuk menerapkan dan
mencapai indikator spm yang ditetapkan

2. kebutuhan belanja kesehatan suatu daerah bukan hanya untuk
menerapkan dan mencapai spm, tetapi juga non-spm yang
menjadi kebutuhan nyata masyarakat kabupaten-kota dimana
masing-masing kabupaten-kota berbeda-beda.

3. dalam total belanja daerah harus tertampung belanja penerapan
spm, tetapi tidak hanya untuk penerapan spm

. Tidak menghitung kebutuhan belanja kesehatan per-skpd
kesehatan

1. hasil hitung dari modul penghitungan kebutuhan biaya spm adalah
hasil hitung dari kebutuhan kabupaten-kota, bukan kebutuhan

14
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masing-masing skpd-kesehatan.

kebutuhan belanja masing-masing skpd-kesehatan tergantung
seberapa besar/banyak skpd tersebut melaksanakan langkah —
langkah kegiatan penerapan dan pencapaian indikator spm, dan
seberapa besar volume masing-masing komponen kegiatan.

F. Menghitung seluruh langkah kegiatan tanpa memandang sumber
biaya

1.

seluruh kebutuhan biaya untuk tercapainya indikator spm suatu
daerah harus diketahui, agar dapat ditetapkan juga berapa
kebutuhan biaya yang ditanggung/dibebankan kepada setiap
jenis sumber biaya, jika terdapat sumber-sumber biaya yang
berbeda-beda.

jika terdapat sumber biaya yang berbeda, masing-masing
sumber biaya akan menyediakan biayanya mengikuti besaran
biaya hasil hitung sesuai modul, sehingga sesuai kebutuhan
nyata.

untuk mencapai indikator yang ditetapkan / ditargetkan tidak
seluruhnya dibiayai oleh pemerintah (pusat/depkes maupun
propinsi dan kabupaten-kota), terdapat penduduk yang
memperoleh pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat
termasuk swasta; sehingga tanpa menyediakan anggaran
belanja suatu daerah telah memperoleh capaian indikator pada
tingkat tertentu.

terdapat daerah-daerah yang seluruh target harus dicapai
dengan biaya / belanja pemerintah

G. Pembiayaan masa transisi

1.

pembiayaan atas variabel dari langkah kegiatan tertentu yang
selama ini disediakan bukan oleh kabupaten-kota masih dalam
perhitungan kebutuhan biaya ini.

pembebanan kepada sumber / pihak — pihak selain pemerintah
kabupaten-kota, selama masa transisi, ditetapkan secara ad-
hoc / sementara, terpisah dari modul ini.

15
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H. Pembiayaan kegiatan optional |

1. dalam modul terdapat jenis kegiatan : operasional pelayanan,
pengumpulan data, pelatihan tenaga, penyuluhan kesehatan
masyarakat, pertemuan koordinasi, dan investasi yang melekat
kepada operasional pelayanan.

2. dalam menyusun formula kebutuhan operasional pelayanan
kesehatan dan investasi telah diperhitungkan indeks kebutuhan
alat (investasi) maupun obat / bahan habis pakai dan indeks
kemampuan tenaga kesehatan menjangkau sasaran pelayanan
sebagai upaya menjaga kualitas layanan.

3. kegiatan-kegiatan lainnya ditentukan berdasarkan kondisi
daerah, misalnya : berapa kali pertemuan, berapa kali pelatihan,
berapa kali melakukan penyuluhan kesehatan; kegiatan ini yang
dimaksudkan sebagai kegiatan optional; optional dalam hal
volumenya, tetapi mutlak harus dilaksanakan meskipun hanya
sekali.

I. Penghitungan kebutuhan biaya memperhatikan tingkat capaian
tahun sebelumnya

1. modul dilengkapi dengan template penghitungan biaya

2. template merupakan pola kuantifikasi dari rincian modul

3. template dibuat dalam perspektif waktu tiga tahun anggaran;
tahun lalu menunjukkan capaian yang sudah nyata, tahun
ini tahun penyusunan rencana yang belum diketahui tingkat
capaiannya karena masih sedang berlangsung, dan tahun
depan tahun yang direncanakan yang mencerminkan cita-cita
pencapaian indikator. dengan template ini dapat dihindarkan
perencanaan yang tidak realistis, setiap perubahan capaian
antar waktu untuk variabel dan komponen kegiatan tertentu
harus dapat dijelaskan secara rasional atau didukung dengan
data.

J. Kaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah

1. modul maupun template disusun belum memperhatikan pola
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yang ditetapkan oleh ketentuan tentang penyusunan rapbd

. komponen biaya dalam modul berada pada jenis belanja gaji

pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, sehingga
ada kesesuaian dengan jenis-jenis belanja yang tercantum
dalam rapbd

Hal-Hal Yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Kebutuhan Biaya

Perbedaan kebutuhan biaya penerapan spm dan pencapaian indikator
spm antar kabupaten-kota atau antar tahun anggaran dalam satu
kabupaten-kota, dipengaruhi oleh sedikitnya hal-hal berikut ini :

A.

Jumlah Sasaran, semakin banyak/besar sasaran semakin Besar
biaya TOTAL yang dibutuhkan, meskipun biaya RERATA per-
sasaran dapat lebih kecil. termasuk didalamnya sasaran yang
dicapai dengan dana masyarakat termasuk swasta, semakin
besar sasaran yang dilayani oleh masyarakat termasuk swasta
maka semakin kecil dana yang dibutuhkan untuk disediakan oleh
pemerintah.

Besar kecilnya Gap antara Capaian Tahun Lalu dengan Cita-cita
Tahun Depan, Atau Besar Kecilnya Delta yang ingin diwujudkan.
Semakin besar Delta semakin Besar biaya yang dibutuhkan.
Ketersediaan Sarana-prasana / investasi yang tersedia saat ini,
semakin lengkap, maka kebutuhan biaya tahun depan semakin

_kecil.

Geografis. semakin jauh/sulit suatu daerah, termasuk jauh/
sulit dari pusat produksi obat/alat/bahan, semakin besar biaya
dibutuhkan. )

Kegiatan OPTIONAL, semakin banyak maka semakin
membutuhkan biaya yang besar.

Unit Cost, semakin besar/tinggi Unit Cost yang ditetapkan untuk
komponen kegiatan tertentu semakin besar biaya dibutuhkan.

Rincian Keterangan butir-1 Jumlah Sasaran :

Sasaran SPM Bidang Kesehatan adalah Rakyat, Penduduk suatu
daerah Kabupaten / Kota; sasaran ini dicapai atau dilayani dengan
cara :
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1. L@dsung kepada Penduduk, dengan rincian :

a. Ibu : lbu Hamil (01), Ibu dengan kondisi kebidanan yang
mengalami komplikasi (02), Ibu masa persalinan (03), Ibu
Masa Nifas (04);

b. Bayi : bayi / neonatal yang mengalami komplikasi (05), bayi
yang harus dijaga kesehatannya (06);

c. Anak: anak balita yang harus dijaga kesehatannya (08), Anak
Usia 6-24 bulan dari keluarga miskin (09), anak balita dengan
gizi buruk (10), siswa SD dan yang setingkat (11);

d. Penduduk Miskin yang sakit : membutuhkan pelayanan
kesehatan dasar (14), membutuhkan pelayanan kesehatan
rujukan (15);

. Pasangan Usia Subur : peserta KB (12);
Penduduk berbagai usia : yang mengalami penyakit menular
tertentu (13);

Th O

Data Jumiah Penduduk mengacu kepada Data yang dipergunakan
oleh Pemda dalam menyusun RAPBD

2. Melalui Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kepada
penduduk :
Rumah Sakit yang memenuhi syarat pelayanan gawat darurat
level-1 sehingga penduduknya memperoleh pelayanan
kegawatdaruratan berkualitas ketika membutuhkannya (16).

3. Melalui Desa_ yang didalamnya penduduk warganya dijaga
kesehatannya:

a. Desa yang sebagian besar bayinya telah memperoleh
perlindungan kesehatan / imunisasi (07);

b. Desa yang ketika mengalami KLB (Kejadian Luar Biasa)
Kesehatan telah dilakukan penyelidikan epidemiologi sebelum 24
jam, sehingga seluruh warganya terhindar dari mengganasnya
penyakit menular (17);

c. Desayang memenuhi kriteria sebagai Desa Siaga Aktif sehingga
Rakyat / Penduduknya sadar kesehatan, sejak promosi
kesehatan, pencegahan, dan pengobatan, hingga rehabilitasi;
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dengan demikian setiap masalah kesehatan di desa itu cepat
diidentifikasi, diatasi atau dicarikan rujukan untuk mengatasinya;
semua dengan kekuatan masyarakat desa yang bersangkutan,
dengan dukungan pemerintah (18)

Menghitung Jumlah Sasaran suatu Kabupaten / Kota dengan cara :

1. Sasaran Langsung Penduduk, dengan cara :

a. Mempergunakan formula-formula baku sebagai prediksi /
prakiraan, dan dikalikan dengan Jumlah Penduduk. Dengan
perhitungan ini diperoleh Jumiah Nominal Sasaran; misalnya :
Prakiraan Ibu Hamil suatu Kabupaten adalah Jumlah Penduduk
dikalikan dengan CBR, sehingga diperkirakan diketahui Jumlah
Ibu Hamil, dalam jumlah nominal;

b. Jumlah Nominal Sasaran itu belum tentu seluruhnya menjadi
Sasaran Pelayanan tahun yang direncanakan, masih dipengaruhi
Proporsi Target Pelayanan yang akan dicapai; yaitu :

1) kurang dari 100 %, karena itulah kemampuan optimal dari
pelayanan yang diperhitungkan dapat diberikan;

2) tetapi ada yang harus 100 %, karena tanpa pencapaian 100
% maka tetap menjadi ancaman bagi warga / penduduk
lainnya, atau harus 100 % karena memang seluruh sasaran
harus memperoleh pelayanan;

c. Jadi Jumlah Sasaran yang mempengaruhi Besaran Dana yang
dibutuhkan adalah hasil kali Jumlah Penduduk, Formula Tertentu
untuk Jenis Rincian Penduduk Sasaran, Proporsi Target yang
ingin dicapai "

d. Semakin Besar Jumlah Penduduk, semakin besar Dana yang
dibutuhkan; semakin Besar Proporsi Target yang ingin dicapai,
semakin besar Dana yang dibutuhkan;

e. Jumiah sasaran yang membutuhkan dana pemerintah tidak selalu
seluruh dari Jumlah Sasaran (butir-1.3); terdapat Sasaran yang
dicapai oleh Kabupaten / Kota tanpa Pemerintahan Kabupaten
/ Kota menyediakan dana APBD, yaitu Sasaran-sasaran yang
memperoleh / mencari pelayanan yang diselenggarakan oleh
masyarakat termasuk swasta; sasaran yang dilayani oleh Non-
Pemerintah ini merupakan bagian dari capaian Pemerintahan
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Kabupaten / Kota. Data proporsi ini diperoleh dari hasil pendataan
tahun sebelumnya. 5

f. Semakin besar Sasaran yang memanfaatkan pelayanan oleh
masyarakat termasuk swasta, maka kebutuhan Dana APBD
semakin kecil; tetapi terdapat kegiatan-kegiatan yang dicakup
dengan SPM dimana pelayannya seluruhnya oleh Pemerintah,
dan tidak dilakukan oleh masyarakat termasuk swasta.

Semakin besar Jumlah Penduduk Sasaran, semakin banyak
dibutuhkan Dana, tetapi kebutuhan Dana rerata Per-Penduduk
Sasaran / Per-kapita Penduduk semakin kecil, karena terdapat
kebutuhan-kebutuhan dana yang tidak dipengaruhi secara langsung
oleh jumlah penduduk

2. Sasaran Rumah Sakit, dihitung secara nominal, yang penting di
dalam Kabupaten / Kota tersebut terdapat Satu Rumah Sakit yang
memberikan pelayanan kegawatdaruratan level-1. Rumah Sakit
tersebut dapat milik siapapun, tidak harus milik pemerintahan
kabupaten / kota tersebut. Ada atau tidak ada rumah sakit demikian
mempengaruhi kebutuhan Dana APBD.

3. Sasaran_Desa, dihitung dengan cara :

a. Jumlah Desa dengan Proporsi 100 % bayi/anak yang telah
memperoleh imunisasi lengkap; dan ini Harus seluruh Desa,
atau 100 %; semakin mendekati jumlah 100 % Desa yang akan
dilayani maka semakin banyak dana yang dibutuhkan;

b. Jumlah Desa yang mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan
epidemiologi sebelum 24 Jam; semakin banyak terjadi KLB
semakin banyak dibutuhkan Dana;

c. Jumlah Desa Siaga Aktif, semakin banyak desa yang
direncanakan untuk ditingkatkan menjadi Desa Siaga Aktif, maka
semakin banyak dibutuhkan Dana.

Rincian Keterangan butir-2 Besar-kecilnya gap

Gap yang dimaksud adalah Delta / Tambahan / Selisih dari Proporsi
Target Sasaran Tahun Lalu dengan Tahun Depan yang sedang
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direncanakan kebutuhan Dananya; misainya : cakupan Kunjungan Ibu
Hamil K-4, Capaian TA 2007 = 86 %, dan Rencana TA 2009 = 93 %,
maka Gap dari Rencana ini adalah 7 %, dan jika Rencana TA 2009
adalah 95 %, maka Gap-nya 9 %; Besar-kecilnya Gap inilah yang
berpengaruh kepada kebutuhan Dana.

Gap masing-masing daerah berbeda, tergantung jarak Capaian Awal
pelaksanaan SPM dengan target 2010 dan 2015, dan rinciannya setiap
tahun yang ditetapkan dalam RPJMD.

Angka Gap tidak memanfaatkan Angka Capaian Tahun Anggaran
Sekarang (pada saat rencana kebutuhan Dana dibuat), karena Capaian
Tahun Sekarang belum diketahui, kabupaten / kota sedang melakukan
pelayanan, belum dapat diketahui capaiannya.

Rincian Keterangan butir-3 Ketersediaan Sarana dan Prasaran
Pelayanan

Bahwa terdapat Sarana dan Prasarana yang mutlak diperlukan untuk
terselenggarakannya kegiatan-kegiatan pencapaian indikator SPM,
seperti : Cold chain, Bidan kit, dan lain-lain; dalam jumlah yang sudah
dibakukan (terlampir). '

Semakin kurang tersedia sarana dan prasarana tersebut di suatu
kabupaten / kota, maka kabupaten / kota tersebut semakin besar
membutuhkan dana.

Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah yang benar-benar
dibutuhkan bagi terlaksananya pelayanan SPM; tidak termasuk
investasi besar, seperti kendaraan bermotor, gedung Puskesmas,
Rumah Sakit, dan sejenisnya.

Rincian Keterangan butir-4 : Geografis

Semakin sulit geografi suatu kabupaten / kota, semakin berpencar
penduduk dalam dataran/daratan yang berbeda/ berjauhan, dimana
sasaran-sasaran pelayanan kesehatan semakin sulit dijangkau oleh
petugas kesehatan; maka semakin besar dibutuhkan dana.

Berbeda dengan sasaran anak didik / murid sekolah dalam urusan
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wajib pendidikan, dimana dalam hal kesulitan daerah / geografi ini
mehjadi beban anak didik, tidak menjadi beban petugas / pemerintah
sebagaimana sasaran ibu hamil dan lainnya dalam urusan wajib
kesehatan dimana beban biaya untuk melayaninya berada pada
pemerintah / petugas.

Rincian Keterangan butir-5 : Kegiatan Optional / Pilihan

Dalam mendukung pelaksanaan SPM untuk mewujudkan Indikator-
indikator terdapat Kegiatan-kegiatan Pilihan, misalnya : pertemuan
perencanaan, pelatihan petugas, dan sejenisnya. Kegiatan ini tidak
standar secara volume atau tidak didasarkan pada formula baku
tertentu; dapat dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan / kondisi
setempat; misalnya : Pertemuan Perencanaan dilakukan tiap 3 (tiga)
bulan, tetapi dapat dilakukan 6 (enam) bulan sekali, atau setahun
sekali; tetapi tidak boleh ditiadakan pertemuan tersebut.

Semakin banyak / sering kegiatan ini semakin membutuhkan Dana
Pemerintahan Kabupaten / Kota.

Rincian Keterangan butir-6 : Unit cost

Bahwa untuk setiap komponen kegiatan yang didukung dengan
pembiayaan ditetapkan Biaya Satuan Kegiatannya, atau Unit Cost.
Unit Cost untuk menghitung kebutuhan Biaya / Dana dalam APBD
ditetapkan secara Standaruntuk seluruh urusan pemerintahan, bukan
hanya untuk kesehatan, dengan Peraturan Bupati / Walikota.
Semakin tinggi Unit Cost untuk komponen kegiatan sejenis, maka
semakin tinggi kebutuhan Dana.
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Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan Di Kab/Kadta

2

3

4 5 6

Pelayanan
Kesehatan Dasar

Cakupan Kunjungan lbu
Hamil K4.

95% 2015 Dinkes Kab/Kota

Cakupan Ibu hamil dengan
komplikasi yang ditangani.

80% 2015 Dinkes Kab/Kota

Cakupan pertolongan
persalinan oleh bidan atau
tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan.

90 % 2015 Dinkes Kab/Kota

Cakupan pelayanan lbu
Nifas

90% 2015 Dinkes Kab/Kota

Cakupan neonatal dengan
komplikasi yang ditangani.

80% 2010 Dinkes Kab/Kota

Cakupan kunjungan bayi.

~90% 2010 Dinkes Kab/Kota

Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI).

100% 2010 Dinkes Kab/Kota

Cakupan pelayanan anak
balita.

90% 2010 Dinkes Kab/Kota

Cakupan pemberian
makanan pendamping AS|
pada anak usia 6-24 buian
keluarga miskin.

100% 2010 Dinkes Kab/Kota

10.

Cakupan Balita gizi buruk
mendapat perawatan.

100% 2010 Dinkes Kab/Kota

11.

Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat.

100% 2010 Dinkes Kab/Kota

12.

Cakupan peserta KB Aktif.

70% 2010 Dinkes Kab/Kota

13.

Cakupan Penemuan dan
penanganan penderita
penyakit.

100% 2010 Dinkes Kab/Kota

14.

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin.

100% 2015 Dinkes Kab/Kota

Pelayanan
Kesehatan
Rujukan

15.

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin.

100% 2015 Dinkes Kah/Kota

16.

Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yg harus
diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kab/Kota.

100 % 2015 Dinkes Kab/Kota

Penyelidikan
epidemiologi dan
Penanggulangan
KLB .

17.

Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
ditakukan penyelidikan
epidemiologi <24 jam.

100% 2015 Dinkes Kab/Kota

Promosi.
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat

18.

Cakupan Desa Siaga Aktif.

80 % 2015 Dinkes Kab/Kota
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MODUL PEMBIAYAAN SPM BIDANG KESEHATAN DI

KABUPATEN/ KOTA
1. Jenis Pelayanan : . PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
2. Indikator : 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Definisi Operasional : Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan

Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan
antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali
di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pembilang 1 Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan
antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut : Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama.
Perkiraan ibu hamil di wilayah kerja yang sama dapat
dihitung dengan formula : 1,1 X CBR Kabupaten/
Kota X Jumlah penduduk di wilayah kerja.

4. Target Tahun 2015 195 %
5. Rumus
Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan
Cakupan antenatal K4 di satu wil. kerja pada kurun
kunjungan  _ waktu tertentu o
ibu hamil = . — = X 10U%
Jumiah sasaran ibu hamil di satu wil.
K4 .
kerja dalam kurun waktu yang sama
6. Langkah Kegiatan : 1) Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K);

2) Pendataan Bumil;

3) Pelayanan Antenatal sesuai standar;

4) Kunjungan rumah bagi yang Drop Out;

5) Pembuatan kantong persalinan;

6) Pelatihan Kelas Ibu termasuk KIP/konseling;

7) Pelaksanaan Kelas Ibu;

8) Pencatatan dan Pelaporan;

9) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS — KIA,
Analisis Manajemen Prog. KIA tahun 2000).

7. Rujukan : 1) Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan
dan Pencegahan Komplikasi (P4K) tahun 2008.
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1 2 3 4 : 5
Sifilis A. Jumlah Bumil Target
B. Biaya Rapid Diagnostic
Test
C. Jumiah Bumil dengan
Sifilis Target
D. Jumlah Pasangan Bumil
dengan Sifilis
. Biaya Rapid Diagnostic
Test
Harga Penicillin G
. Harga Kondom

m

5. Pembuatan Kantong| Pembuatan . Jumiah Bumil Target
Persalinan kantong persalinan . Harga Setiap Kantong
di setiap poskesdes Persalinan

X! Om

A*B

6. Pelatihan kelas Ibu | Transport peserta A. Jumlah angkatan
termasik KIP/ pelatihan KiP/Konseling
Konseling B. Jumlah peserta pelatihan
KIP/Konseling per
angkatan A*B*C

C. Transport peserta
pelatihan per peserta

Lumpsum/honor/ A. Jumiah angkatan
~ uang harian pelatihan KIPKonseling
peserta B. Lama HARI pelatihan KIP/
Konseling
C. Jumlah peserta pelatihan
KiP/Konseling per A*B*C*D
angkatan
E. Uang harian peserta
pelatihan per peserta per
hari

Transport A. Jumlah angkatan pe-

narasumber lokal latihan KIP/Konseling

B. Jml narasumber lokal
pelatihan KIP/Konseling
per angk.

C. Transport narasumber

lokal pelatihan per orang ATBTC
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2

Deteksi Bumil dg
Komplikasi Kebidanan

Transport

Frekwensi deteksi
Bumil dengan
Komplikasi Kebidanan
Jumlah Bidan Desa/
Bidan di bawah
Puskesmas

Biaya Transport
peserta

A*C*E

Bahan

Jumiah ibu dg
komplikasi kebidanan
yg ditangani/Target
Harga selembar
formulir rujukan

A*B

2. Rujukan Ibu
dg Komplikasi
Kebidanan

Transport tenaga
pendamping

Jumlah ibu hamil risti
yg dirujuk/Target/
Cakupan

.~ Jumlah tenaga

pendamping

Biaya Transport
tenaga pendamping
pasien rujukan

A*B*C

Formulir rujukan

Jumiah ibu dg
komplikasi kebidanan
yang dirujuk/Target
Harga selembar
formulir rujukan

A*B

3. Pelayanan ANC

Obat, BMHP & Alkes

Pendarahan
(dosis 390 bumil)

Jumiah bumil dg
risti/komplikasi
pendarahan yang
ditangani/Target/
Cakupan

Biaya paket
penanganan
perdarahan
Dosis 390 bumil

A*B
390

Preeklampsia/
eklampsia (dosis
130 bumil)

Jumlah bumil dg risti/
komplikasi preeklamsia/
eklamsia yang ditangani
(Target)

Biaya paket penanganan
Preeklampsia/eklampsia
Dosis 130 bumil

A*B
130
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Lumpsum
narasumber lokal

. Frekuensi pelatihan

(bidan & perawat)
Jumlah angkatan

. Lama hari pelatihan
. Jumiah pelatih pelatihan

(bidan & perawat)
Lumpsum Pelatih
pelatihan

A*B*C*D
*E

Lumpsum
narasumber luar

OO w

. Frekuensi pelatihan

(bidan & perawat)

. Jumlah angkatan
. Lama hari pelatihan
. Jumlah pelatih

pelatihan (bidan &
perawat)

. Lumpsum Pelatih

pelatihan

A*B*C*D
*E

Akomodasi
pelatihan

Frekuensi pelatihan
(bidan & perawat)
Jumlah angkatan

Lama hari pelatihan
Jumlah pelatih pelatihan
(bidan & perawat)
Jumiah peserta pelatihan
(bidan & perawat)
Akomodasi pelatihan
per peserta per hari

A*B*C*(D
+E)*F

Bahan Pelatihan

. Frekuensi pelatihan

(bidan & perawat)

. Jumlah angkatan
. Jumlah pelatih

pelatihan (bidan &
perawat)

. Jumiah peserta

pelatihan (bidan &
perawat)

. Harga Paket Bahan

pelatihan per peserta

A*B*(C+
D) *E

Biaya Pendidikan

Dr. Spesialis
(Obsgin &
Anestasi)

. Jumlah peserta

pendidikan dr spesialis
obgin & anestesi

Biaya pendidikan dr
spesialis (obsgin &
anestesi) per tahun

A*B
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Lampiran {1}
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor

Tanggal

: 317/MENKES/SK/V/2009
: 4 Mei 2009

4 ' 5

Biaya Kontrak Dr.
Spesialis (Obsgin
& Anestasi)

. Jumlah dr spesialis

(obsgin & anestesi)
yang dikontrak
Biaya kontrak dr
spesialis (obsgin &
anestesi) per tahun

A*B

Biaya Rekrutmen
& Penempatan
Dr. Spesialis
(Obsgin &
Anestasi)

. Jumlah dokter spesialis

(obsgin & anestesi)
yang direkrut

Biaya rekrutmen
dan penempatan dr
spesialis (obsgin &
anestesi)

A*B

58&6. Pelatiha PONEK
& PONED

Transport peserta

o 0owm»

. Biaya Transport per

Frekuensi pelatihan
Jumiah angkatan
Jumlah peserta
pelatihan per-angkatan A*B*C*D

peserta pelatihan

Lumpsum/uang
saku Peserta

ocnOwm>»

m

. Jumlah peserta pelatihan

Frekuensi pelatihan
Jumlah angkatan
Lama hari pelatihan
% b3 *
per-angkatan A B* EC b
Biaya Lumpsum/
uang saku per peserta
pelatihan

Transport
narasumber lokal

o Owm»

Frekuensi pelatihan
Jumlah angkatan
Jumiah narasumber
lokal per-angkatan A*B*C*D
Biaya Transport per .
narasumber lokal

Transport
narasumber Luar

O WX

. Frekuensi pelatihan
. Jumlah angkatan
. Jumlah narasumber

. Biaya Transport per

luar per-angkatan A*B*C*D

narasumber luar

Lumpsum/uang
saku narasumber
lokal

o0 w>P

m

. Frekuensi pelatihan
. Jumlah angkatan

. Lama hari pelatihan
. Jumlah narasumber

. Biaya Lumpsum/uang

A*B*C*D

lokal per-angkatan *E

saku narasumber lokal
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Lampiran 1l

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

1 2 ; 3 4 5

Reagen test A. Jumlah bumil dg
komplikasi kebidanan
yg mendapat transfusi
darah (Target)

B. Harga satuan Reagen
test

A*B

Bahan non medis/
administrasi Teritegrasi dengan
(juklak/juknis) cakupan bumil K4

11. Monitoring &
Evaluasi

Transport A. Frekuensi monev
moneyv (petugas puskesmas
puskesmas) B. Jumlah tenaga monev
per Puskesmas
C. Jumlah Puskesmas A*B*C
D. Biaya Transport per-
tenaga Puskesmas per
1 x monev <

>

Transport supervisi Frekuensi monev
(petugas Dinkes Dinkes Kab./Kota
Kab./Kota) B. Jumlah tenaga monev
Dinkes Kab./Kota ‘s
C. Biaya Transport per- A*B*C
tenaga Dinkes Kab./
Kota per 1 x monev
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Lampiran il
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor

Tanggal

4

: 317/MENKES/SK/V/2009
- 4 Mei 2009

2. Perencanaan
Persalinan
dan Pencegahan
Komplikasi (P4K)

Formulir P4K

. Jumlah Bumil

Harga formulir per-
Bumil

A*B

Formulir Amanat
Persalinan

Jumlah Bumil
Harga Formulir per-Bumil

A*B

3. Pelayanan Persalinan

Vitamin, Vaksin, BMHP
dan Obat

Ringer laktat 500
mi
(3 botol/bulin)

. Jumlah Pertolongan

persalinan oleh bidan /
nakes (20%).

. Harga satuan per botol

Ringer laktat 500 ml
Kebutuhan RL 500 mi
per bulin (3 botol/bulin)

A*B*3

Oksitosin injeksi
10 IU/ml -1 mi (2
ampul/bulin)

. Jumlah Pertolongan

persalinan oleh bidan/
nakes (Target).

. Harga per ampul Oksitosin,

injeksi 10 IU/ml — 1 ml

. Kebutuhan Oksitosin

injeksi 10 TU/ml - 1 ml pe
bulin (2 ampul per bulin)

A*B*2

Amoksisilin kaplet
500 mg
(10 kaplet/bulin)

. Pertolongan persalinan

oleh bidan / nakes
(Target).

. Harga per kapsul

Amoksisilin kaplet 500 mg

. Kebutuhan Amoksisilin

kaplet 500 mg per bulin
(10 kaplet/bulin)

A*B*10

Lidokain HCl 1%

Jumlah Pertolongan
persalinan oleh bidan /
nakes (20%).

Harga per ampul
Lidokain HCl 1%

A*B

Metilergometrin
maleat injeksi
0,200mg—-1ml (2
ampul per bulin)

. Jumlah Pertolongan

persalinan oleh bidan /

nakes (Target).

Harga per ampul metil.

maleat injeksi 0,200 mg
—1ml

Kebuth metilergometrin
maleat injeksi / bulin 2

ampul

A*B*2
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Lampiran 1l

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/IMENKES/SK/\/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

4 5

Lumpsum/honor
narasumber fuar

O N w »

Jumlah angkatan pe-
latihan dan magang APN
Lama hari pelatihan dan
magang APN

Jumlah narasumber luar
pelatihan + magang APN
Besarnya Lumpsum/
honor/ uang harian
narasumber luar per orang
per hari

A*B*C*D

b. Akomodasi pelatihan

Akomodasi
Pelatihan

mm o DN W

Jumiah angkatan
pelatihan dan magang
APN

Lama hari pelatihan dan
magang APN

Jumlah peserta dan
magang APN

Jumiah narasumber lokal
pelatihan + magang APN
Jumlah narasumber luar
pelatihan + magang APN
Biaya Akomodasi
pelatihan per orang per
hari

A*B*(C+D
+E)*F)

c. Bahan Pelatihan

Bahan pelatihan

Harga Bahan pelatihan
dan magang APN
Jumiah peserta pelatihan
dan magang APN per-
angkatan

Jumliah angkatan pe-
latihan dan magang APN

A*B*C

d. Biaya peserta yang
dikirim untuk
pelatihan +
magang APN

Biaya transport

di luar)

Lama hari pengiriman
peserta pelatihan dan
magang APN

Jumlah peserta yang
dikirm utk pelatihan +
magang (dilaksanakan

A*B*C

Biaya Trans.per-peserta

Uang harian
peserta

Frekuensi pengiriman
peserta pelatihan &
magang APN

Lama hari pengiriman
peserta pelatihan dan
magang APN

Jumlah peserta yang
dikirm utk pelatihan +
magang (dilaksanakan
di luar)

Besarnya Uang harian
per- peserta per hari

A*B*C*D

o1










































































































































































































































Lampiran il

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/MENKES/SK/NV/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

4 » 5

Frekuensi monev

Cakupan kes. dasar maskin

(dr jml kunjungan rajal &

rain) maskin

C. Jumlah petugas monev
Dinkes Kab./Kota A*B *C

D. Harga 1 lembar formulir *D

E. 1 lamber formulir 15
dipergunakan 15 gakin

1] 2 3
Bahan Monev

@ >

>

Frekuensi pencatatan dan
pelaporan

Jumiah petugas
pencatatan & pelaporan
per Sarkes

Jumlah Puskesmas
Jumlah RSUD

Harga perlembar formulir

6. Pelaporan Bahan

A*B *(C+
D) *E

mTmo 0w

Formulir pencatatan| Terintegrasi di atas
dan pelaporan
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Lampiran It
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009

Tanggal : 4 Meij 2009

5. Pencatatan
6. Pelatihan
a. Transport Transport peserta | A. Frekuensi pelatihan
Pelatihan B. Jumiah angkatan per-kali
pelatihan
C. Jumlah peserta pelatihan A*XB*C
per kelas *D
D. Biaya Transport per-peserta
pelatihan
Lumpsum/honor/ | A. Frekuensi pelatihan
uang harian B. Jumiah angkatan per-kali
peserta pelatihan

C. Lama hari pelatihan
D. Jumlah peserta pelatihan | , « g« ¢ «
per kelas D* E
E. Besarnya Uang harian
peserta pelatihan per

peserta per hari

Transport A. Frekuensi pelatihan
narasumber lokal | B. Jumlah angkatan per-kali
pelatihan
C. Jml narasumber lokal A*B*C
D. Biaya Transport narasumber *D
lokal, per orang
Transport A. Frekuensi pelatihan
narasumber dari B. Jml angkatan per- kali
luar Kab/Kota . pelatihan
’ / C. Iml narasumber luar. A*B*C
D. Biaya Transportwnarasumber *D
luar, per orang
Lumpsum/honor/ | A. Frekuensi pelatihan
uang harian B. Jumlah angkatan per-kali
narasumber lokal pelatihan
C. Lama hari pelatihan
D. Jml narasumber lokal.
E. Besarnya Uang harian A*B*C*
narasumber lokal, per orang D*E

hari

134




Lampiran (I

Keputusan Menteri Kesehatan

exemplar

Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009
2 3 4 5
Lumpsum/honor/ | A. Frekuensi pelatihan
uang harian B. Jumlah angkatan per-kali
narasumber luar pelatihan
C. Lama hari pelatihan A*B*C*
D. Jumlah narasumber luar D*E
E. Besarnya Lumpsum/honor/
uang harian narasumber
luar, per orang per-hari
b. Akomodasi Akomodasi A. Frekuensi pelatihan
pelatihan B. Jumlah angkatan per-kali
pelatihan
C. Lama hari pelatihan
D. Jumlah peserta pelatihan
per-kelas A*B*CH*
E. Jumlah narasumber lokal |(D+E+F)* G
F. Jumlah narasumber luar
G. Biaya Akomodasi
pertemuan per-orang, per-
hari
c. Bahan Bahan pelatihan A. Frekuensi pelatihan
B. Jumlah angkatan per-kali
pelatihan
C. Jumlah peserta pelatihan A*B*C*D
per-kelas
D. Harga Bahan pelatihan,
per-orang
2. Bahan UGD
" Bahan non Medis Kebutuhan bahan | A. Cakupan masy. yg dpt
non medis/ mengakses gawat darurat
adminstrasi level 1 A*B
B. - Biaya Administrasi per
pengakses gadar
Kebutuhan bahan | A. Cakupan masy. yg dpt
rekam medik mengakses gawat darurat
level 1 A*B
B. Biaya bahan rekam medik
per pasien
Juklak/Juknis A. Cakupan sarkes dg
kemampuan gawat darurat
level 1
B. Setiap sarkes yg
mempunyai kemampuan A*B*C
gadar level 1 mendapat 10
exemplar
C. Harga Juklak/juknis per
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Lampiran 111

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/ MENKES/SK/V/2009 -
Tanggal 14 Mei 2009

2 3 4
Pedoman gawat A. Cakupan sarkes dg
darurat kemampuan gawat darurat
level 1 A*B
B. Harga Pedoman gawat
darurat
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1. Jenis Pelayanan

2. Indikator

Definisi Operasional

Lampiran (il

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009
Tanggal 1 4 Mei 2009

: III. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN
§ PENANGGULANGAN KLB

: 17. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB
yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <
24 jam

: Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang
ditangani < 24 jam adalah Desa/kelurahan mengalami
Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam
oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu
tertentu.

Pembilang : Jumlah kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/ Kelurahan
yang ditangani < 24 jam periode/ kurun waktu
tertentu.

Penyebut : Jumlah Kejadian Luar biasa (KLB) yang terjadi pada
wilayah Desa/ Kelurahan pada periode/kurun waktu
yang sama.

4. Target Tahun 2015 : 100%
5. Rumus
Jumlah KLB di desa/kelurahan
Cakupan KLB yang ditangani <24 jam dalam

Desa/ Kelurahan

periode tertentu
x 100%

yang ditangani < =
24 jam

Jumlah KLB di desa/kelurahan
yang terjadi pada periode yang
sama

6. Langkah Kegiatan

7. Rujukan

: 1) Pengumpulan data;
2) Penyajian dan analisis data;
3) Diseminasi;
4) Pencegahan dan pengendalian KLB;
5) Monitoring dan evaluasi;
6) Pelatihan

1) UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah
penyakit menular (sebagai referensi utk
pembuatan SK Bupati/Walikota/Perda);

2) PP No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular;

3) SK Menkes No. 949/Menkes/SK/VIII/2004
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Kewaspadaan Dini KLB;
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Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009 -
Tanggal : 4 Mei 2009

_ v -

3
7 Rekomendasi dan | Honor petugas A. Frekeunsi rekomendasi dan
tindak lanjuit rekomendasi dan tindak lanjut
tindak lanjut B. Jumlah petugas

rekomendasi dan tindak
lanjut

C. Transport petugas A*B*C
rekomendasi & tindak

D. lanjut
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1. Jenis Pelayanan

2. Indikator
Definisi Operasional

Pembilang

Penyebut

4. Target Tahun 2015

5. Rumus

Lampiran il

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

: IV. PROMOSI KESEHATAN DAN PEM-

BERDAYAAN MASYARAKAT

: 18. Cakupan Desa Siaga Aktif
: Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang

mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau
UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi
sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar,
penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan,
surveilance berbasis masyarakat yang meliputi
pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit,
lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang
dibentuk.

: Jumlah desa siaga yang aktif di satu wilayah pada

kurun waktu tertentu.

: Jumlah desa siaga yang dibentuk di satu wilayah

pada kurun waktu tertentu.

1 80%

Cakupan Desa

Jumlah Desa siaga yg aktif

Siaga Aktif

Jumlah Desa Siaga yg dibentuk

x 100%

6. Langkah Kegiatan

1) Persiapan
a) Persiapan Petugas:

e Pelatihan Bidan (1 desa: 1 Bidan)

e Pelatihan Kader dan Toma (1 desa:
2 kader + 1 toma) selama 4 hari: 3
hari di kelas, 1 hari di lapangan

b) Persiapan Masyarakat:

e  Pembentukan forum melalui
pertemuan Tingkat Desa (3 kali/
tahun)

¢ Survei Mawas Diri (pendataan ke
lapangan atau pertemuan rembuk
desa) 2 kali/tahun)

e Musyawarah Masyarakat Desa: 2
kali/tahun

2) Pelaksanaan
a) Pelayanan kesehatan dasar;
b) Kader dan toma melakukan surveilan
berbasis masyarakat (pengamatan
sederhana) thd KIA, Gizi, Kesling, Penyakit,
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Lampiran tli

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

Bahan pelatihan | A. Frekuensi pelatihan Bidan
(petugas Desi)
B. Jumlah angkatan per-kali
pelatihan
C. Jumiah peserta pelatihan |p x g * Cc * p
per-kelas
D. Harga Bahan pelatihan per-
orang
- Pelatihan Transport peserta | A. Frekuensi pelatihan Kader
Kader dan dan Toma
Toma B. Jumlah angkatan per-kali
pelatihan
C. Jumlah peserta pelatihan A*B*C*D
per-kelas
D. Biaya Transport per-peserta
pelatihan
Lumpsum/honor/ | A. Frekuensi pelatihan Kader
uang harian dan Toma
peserta B. Jumlah angkatan per-kali
pelatihan
C. Lama hari pelatihan
D. Jumlah peserta pelatihan A*B*C*
per-kelas D* E
E. Besarnya Uang harian per-
peserta per hari
Transport A. Frekuensi pelatihan Kader
narasumber lokal dan Toma .
B. Jumlah angkatan per-kali
pelatihan
C. Jml narasumber lokal. A*B*C*D
D. Biaya Transport per-orang
narasumber lokal
Transport A. Frekuensi pelatihan Kader
narasumber dari dan Toma
luar Kab/Kota B. Jumlah angkatan per-kali
pelatihan xR ¥ (X
C. Jml narasumber luar. ATBTCTD
D. Biaya Transport per-orang

narasumber luar
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Lampiran |y
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor

Tanggal

4

- 317/MENKES/SKNV/2009
- 4 Mei 2009

Lumpsum/honor/
uang harian
narasumber lokal

@

moo

Frekuensi pelatihan Kader
dan Toma

Jumiah angkatan per-kali
pelatihan

Lama hari pelatihan

Jml narasumber lokal.
Besarnya Uang harian per-
orang narasumber lokal,
per hari

A*XB*C*
D*E

Lumpsum/honor/
uang harian
narasumber luar

@

moo

Frekuensi pelatihan Kader
dan Toma

Jumlah angkatan per-kali
pelatihan

Lama hari pelatihan
Jumlah narasumber luar
Biaya Lumpsum/honor/
uang harian per-orang
narasumber fuar, per hari

A*B*C*
D*E

Akomodasi
pelatihan

Frekuensi pelatihan Kader
dan Toma

Jumlah angkatan per-kali
pelatihan

Lama hari pelatihan
Jumlah peserta pelatihan
per-kelas

Jumlah narasumber lokal
Jumlah narasumber luar
Biaya Akomodasi
pertemuan per-orang, per-
hari

A*¥B*Cx

(D+E+F) * G

Bahan pelatihan

Frekuensi pelatihan Kader
dan Toma

Jumlah angkatan per-kali
pelatihan

Jumlah peserta pelatihan
per-kelas

Harga Bahan pelatihan,
per-orang

% B*C*D)

Persiapan
Masyarakat

Transport peserta
pertemuan
pembentukan
forumDesi

Frekuensi pertemuan
Jumlah peserta per-kali
pertemuan

Biaya Transport per-peserta
per-pertemuan

A*B*C
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Lampiran I

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

5
Bahan adm. A. Frekuensi pertemuan
pembentukan B. Jumlah peserta per-kali
forum Desi pertemuan
C. Harga Bahan pertemuan A*¥B*C
per peserta per 1 x
pertemuan
Akomodasi A. Frekuensi pertemuan
pertemuan B. Jumlah pesertaper-kali
pembentukan pertemuan A*B*C
forum Desi C. Biaya Akomodasi per-
orang, per-kali pertemuan
Survei Transport peserta | A. Frekuensi survei mawas diri
Mawas pertemuan survey | B. Jumlah peserta per-kali
Diri mawas diri survey N
C. Biaya Transport per peserta A*B*C
per 1 x survei
Bahan adm. survei | A. Frekuensi survei mawas diri
mawas diri B. Jumlah peserta per-survei
C. Harga Bahan survei per A*B*C
peserta per 1 x survei
Akomodasi A. Frekuensi pertemuan
pertemuan survei B. Jumlah peserta pertemuan
mawas diri C. Biaya Akomodasi A*B*(C
pertemuan 1 orang
Transport peserta | A. Frek. pertemuan
musyawarah musyawarah masy. desa
masyarakat desa B. Jumlah peserta per-kali
pertemuan musyawarah AXB*C
masyarakat desa
C. Biaya Transport per peserta
per 1 x pertemuan
Bahan adm. A. Frekuensi musyawarah
musyawarah masyarakat desa
masyarakat desa B. Jumiah peserta pertemuan
musyawarah masyarakat
desa
C. Bahan per peserta per 1 x
pertemuan A*XB*(C

146




Lampiran il
Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 317/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009
2 3 4 5
Akomodasi A. Frekuensi pertemuan
pertemuan B. Jumiah peserta pertemuan
musyawarah C. Biaya Akomodasi A*B*C
masyarakat desa pertemuan per-orang
2. Pelaksanaan
a. Pelayanan Teritegrasi dengan indikator
Kesehatan Dasar sebelumnya
b. Surveilan Transport petugas | A. Frekuensi Surveilan
berbasis surveilan berbasis masyarakat
masyarakat B. Jumlah petugas surveilan
berbasis masy. A*XB*C
C. Biaya Transport per peserta
per 1 x survei
Bahan adm. A. Frekuensi survei berbasis
surveilan masyarakat
B. Jumlah peserta surveilan
berbasis masy. A*XB*C
C. Harga Bahan per peserta
per-kali pertemuan
Akomodasi A. Frekuensi pertemuan
pertemuan surveilan| B. Jumlah peserta per-kali
berbasis mayarakat pertemuan A*¥B*C
C. Biaya Akomodasi
pertemuan per-orang
¢. Pertemuan tindak | Transport peserta A. Frekuensi pertemuan
lanjut hasil pertemuan tindak B. Jumiah peserta per-kali
surveilan lanjut hasil surveilan pertemuan
" | C. Biaya Transport per- A*B*C
peserta per- kali .
pertemuan
Bahan adm. tindak | A. Frekuensi pertemuan
lanjut hasil surveilan| B. Jumlah peserta per-kali
pertemuan
C. Harga Bahan pertemuan A*B*C
per peserta per 1 x
pertemuan
Akomodasi A. Frekuensi pertemuan
pertemuan tindak B. Jumlah peserta per-kali
lanjut hasil surveilan pertemuan
C. Biaya Akomodasi A*¥B*(C

pertemuan 1 orang
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Lampiran i
Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 1 317/ MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009
2 3 4 5
d. Pertemuan (alih | Transport peserta |A. Frekuensi pertemuan
pengetahuan pertemuan B. Jumlah peserta per-kali
dan olah pertemuan N
keterampilan) C. Biaya Transport per peserta A*B*C
per 1 x pertemuan
Bahan adm. A. Frekuensi pertemuan
B. Jumiah peserta per-kali
pertemuan £ R x
C. Bahan pertemuan per- A*B*C
peserta per-kali pertemuan
Akomodasi A. Frekuensi pertemuan
pertemuan B. Jumlah peserta per-kali
pertemuan
C. Biaya Akomodasi A*B*C
pertemuan per-orang
e. Pertemuan Transport peserta | A. Frekuensi pertemuan
Forum pertemuan forum forum masy. desa
Masyarakat masyarakat desa B. Jml peserta per-kali
Desa pertemuan A*¥B*C
C. Transport per peserta per
1 x pertemuan
Bahan adm. Forum |A. Frekuensi pertemuan forum
masyarakat desa masy. desa
B. Jumlah peserta per-kali
pertemuan A*B*C
C. Bahan per peserta per 1 x
pertemuan
Akomodasi A. Frekuensi pertemuan ’
pertemuan forum | B. Jumlah peserta per-kali
masyarakat desa pertemuan
' C. Biaya Akomodasi A*¥B*C
pertemuan 1 orang
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